Salinan

BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian dan

1.

pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi
Daerah, serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, perlu melakukan
Perubahan terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46
Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Bojonegoro;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46
Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Bojonegoro;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomoro 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerabh;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun
2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor
13);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016
Nomorl6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkup

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BOJONEGORO NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO.



Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46
Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 46
Tahun 2011) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan
pajak dan retribusi daerah.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
secara proporsional sesuai dengan tanggung jawab masing-
masing kepada :

a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak
dan Retribusi Daerah sesuai tanggung jawab masing-
masing;

b. Sekretaris Daerah selaku kordinator pengelolaan
keuangan daerah;

c. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab
pengelolaan keuangan daerah; dan

d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat
kelurahan dan kecamatan yaitu Lurah dan Camat, dan
tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana
Pemungut Pajak.

(3) Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pejabat/PNSD/
ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak dan
retribusi daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu
unsur perhitungkan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya setiap triwulan berdasar
pencapaian target kinerja tertentu.

(4) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan
Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan c¢ dapat diberikan dalam hal belum
diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah
yang bersangkutan.

(5) Rincian penerima dan besaran prosentase insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut
melalui Keputusan Bupati.

(6) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemungut
pajak dan retribusi daerah menetapkan aparat penerima
insentif di lingkungan SKPD masing-masing dengan
keputusan kepala SKPD berdasar kelompok jabatan dengan
mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan
rasionalitas tanggung jawab penerimaan pendapatan
daerah.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 November 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU’AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,
ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001




